
Menimbang

Mengingat

GUBERNUR ii'1.{U

PERATURAN GUBERNI'R RIAU

I{OMOR  TAHUN 2019

TTNTANG

PTNILALAN EVALUASI KINER''A KECAMATAI{
DI PROVINSI RIAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAIIA ESA

GUBERI{UR RIAT] '

a. bahwa untuk memberikan motivasi kepada kecamatan

berdasarkan hasil Evaluasi Kinerja Kecamatar.r oleh

Pemerintah Kabupaten/Kota yang disampaikan kepada

Gubemur perlu memberikan penghargaan kepaoa

Kecamatan terbaik di Provinsi Riau;

b. bahwa dalam ra-ngka pemberian penghargaan untuk- f..."*"t". terbaik di Provinsi Riau perlu dilakukan validasi
darr verifikasi atas hasil Evaluasi Kineda Kecamatan yang

disampaikan Pemedntah Kabupaten/Kota kepada Gubemur;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a dan huruf b, perlu m€netapkln Peratural
Gubernur tentang Penilaian Evaluasi Kinerja Kecamatan di
Provinsi Riau.

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasa.r Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 6l Tatrun 1958 tentang Penetapatt
Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatera
Barat. Jambi darr Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1957 Nomor 75) sebagai Undang-Undang (Lembaratr
Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112,
Tambatran Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor
1646\:

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan
Publik (Iembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 112, Tambahar Lembaran Negara Rpublik Indonesia
Nomor 3890);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang
Pemerintahan Daerah {I€mbaran Negara Republik Indonesia
Tairun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
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Tahun 2o15 tentarg Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentalg Pemerintahan Daerah
(kmbara:r Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor

58, Tambahal L€mbaJan Negara Republik lndonesia Nomor
5679j;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentarrg
Kecamatan (Lembarall Negara Republik lndonesia Tahul
2018 Nomor 73, Tambal an Lemba:ran Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 6206);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentarlg Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Nega'ra

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
12O Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan
Produk Hukum Daemh {Berita Negara Republik lndonesia
Tahun 2018 Nomor 157).

Menetapkan

MTMUTUSKAfi:

PERATURAN GUBERI{UR TENTANG PENILAIAN EVALUASI
KINEzuA KECAMATAN DI PROVINSI RIAU,

BAB I
KEf,ENTUAN UMUM

Pasal 1

Da-laln Peraturan Gubernur ini yarlg dirnaksud dengan :

1. Provinsi adalal Provinsi Riau.

2. Gubernur adalah Guberreur Riau.

3. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Provinsi Riau.

4. Bupati/walikota adalah Bupatilwalikota se Provinsi Riau.

5. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah dilingkungai
Pemerintah Provinsi Riau,

6. Kecamatan adalah wilayah keda camat sebagai peranglat
daerah kabupaten / kota.

7. Camat adalah perangkat daerah daIr koordinator
penyelenggaraan pemerintahan diwilayah kerja kecamata.n
yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh
pelirnpahan kewenalgan pemerintahan dari
bupati/walikota untuk menangarri sebagian urusan
pemerintahan, dan
pemerintahal umum.

penyelenggaraan umsan

8. Penilaial Evaluasi Kinerja Kecamatar selanjutnya
disingkat PEKK adalah suatu penilaiar seca.ra sistematis
terhadap keseluruhan data hasil kerja ca.mat beserla staf
yang merupakan kinerja kecamatan yang terukur dengan
indikator kinerja kecamatan yang dilakukaa oleh
Pemerintah Provinsi Riau.



BAB II
MAKSUD, TUJUAIT' DAN SASARAN

Pasal2

Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai pedoman

untuk memvalidasi dan memverifikasi hasil Evaluasi
Kinerja Kecamata.fr dalarn penyelenggaraal pemerintahan,
pembangunan dan kemasyarakatan di kecamatan dalam
wilayah Kabupaten / Kota.

Paaal 3

Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk :

a. menilai kondisi empirik dari pelaksanaan urusan
pemerintahal Kecamatan;

b. mengukur tingkat capaian penyelenggaraarr
Pemerintahan Kecamatan;

c. memotivasi kecamatan sebagai perangkat daerah yang
memiliki peran strategis dalam penyelengga.raan urusan
penyelenggaraan Pemedntahal,l ;

d. mendorong kesinarnbungan koordinasi darr keterpaduan
kinerja antar penyelenggara pemerintahan diwilayah
kecamatan guna
pembangunan ;

mempercepat pelaksanaal

e. mengembangkan berbagai lceativitas dan inovasi dalam
menyelenggarakan program pembangunan yang terkait
dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat; dan

f. meningkatkan kapasitas aparatur Kecamatan da-larn
menyelenggarakan pelaya.nan dasar dan pemberdayaan
potensi perekonomian masyarakat di wilayah kerjanya.

Pasal 4

Sasaran PEKK meliputi :

a- data kecanatan (rencaaa strategis kecarnatan, program
beserta dokumen-dokumen kecarnatarr)t

b, perencanaan dall pelaksanaar kinerja kecamatan;

c. hasil kela pemerintahan kecamatan; dan

d. kompetensi Camat.

BAB III
RUANG LIT{GKUP

Pasal 5

Ruang lingkup PEKK meliputi :

a. penyelenggaraan urusan pemerintahan umum ditingkat
Kecanatan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan yarrg mengatur pelaksanaan urusan
Demerintatrarr umum:



BAB V
P8LAKSANAAN PEKK

Bagian KesatI
Indikatot Klnerja

Pasal 7

{11 PEKK dilaksanakan dengan menggunakan indikator
kinerja.

(2) Indikator kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat. (1)

memperlimbangkal kondisi objeLtif dari kapasitas
p"ttyelenggaatt pemerintahan oleh perangkat
Kecamatan.

(3) Kondisi objehif sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

meliputi :

a. kewenangan yang dilimpahkan oleh Bupati/Walikota,
urusan pemedntahan umum dafi penyelenggaraan

tugas lain;

b. kepemimpinan serta kompetensi camat dalam
melaksanakal akselerasi program dan kegiatan serta
inovasi yang terkait dengar pelayanan publik.

{4) Indikator kine{a sebagaimana dimaksud pada ayat (2}

diberi skor dan nilai tertentu untuk menghasilkan
pemeringkatan Kecamatan.

(5) Apabila hasil penilaian memiliki skor akhir sama, Tim
Penilai dapat mempertimbangkan adanya indikator
penunjang yarg berkaitan dengan kondisi penunjang
kine{a, sebagai satu kesatuan tak terpisahkan da-ri
iadlkator kinerja.

(6) Indikator kinerja sebagaimala dimaksud pada ayat (2)

tercantum dalam lampiran I dan merupakan bagian tidak
terpisahkan dad Peraturan Gubemur ini.

Baglan Kedra
Tirn PEIq(

Pasal I
(U Untuk mel€ksanakan PEKK dibentuk ?im PEKK.

[2] Susunan keanggotaafl Tim PEKK sebagaimala dimaksud
pada ayat {1}, terdiri atas :

a. Pembina

b. Pengarah

c. Penanggung Jawab

d. Ketua

e. Sekretaris

f- Anggota

Gubernur.
Wakil Gubernur.

Sehetads Daerah.

Asisten bidang pemerintahan-

Kepala Biro yang membidangi
hanFrin+qhan

Kepala perangkat daerah
provinsi terkait.



i3l Tim PEKK sebagaimana dimaksud pada ayat {2) 

oleh sekretariat dan tim teknis penilalan yatrS terour

dari unsur pejabat pada Pera:rgkat Daerah terl<art oan

unsur pergufuan bnggr.

(4) Tim PEKK sebagairnala dimaksud pada ayat (2) ditetapkar
dengan KePutusarl Gubernur

Bagla! K€tlga
T\rgas Ttm

Pasal 9

Tim PEKK sebagaimala dimaksud dalam Pasal 8 bertugas

"rA.L"f.rt p"rrJtap"tt usulan hasil kerja dari tim teknis
penilaian.

Pasal 1()

(1)Tim Teknis Penilaian sebagaimana ailatsya* a9U1
Pasat 9 bertugas memveri{ikasi akurasi hasil Evaluasi

Kineia Kecamatan yang diusr.rlkan Pemerintah
Kabupaten/ Kota, meliPuti :

a. pengujial data rekapitulasi hasil penilaian kineda
yang telah dilakukan Tim Evaluasi Kineda Kecarnatan
Kabupaten/ Kota;

b. kunjungan ke Kecamatan yang diusulkan Bupan/
Walikota.

{21 Tirn Teklis Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat {1)

dapat menentukan indikator tarnbahan sesuai dengan
kebutuharr.

Pasal 11

{1} Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 10, Tim Teknis Penilaian menirusun penentuall
peringkat kineqa kecarnatan tingkat proYinsi.

(2) Hasil verifikasi dan pering]<at penilaian kineda
kecamatan dituangkan dalam Berita Aca-ra yang
ditandatangani oleh Tim Tekrris Penilaian dan
disampaikan kepada Gubemur untuk ditetapkan dengal
Keputusan Gubemur.

l3l Format Berita Acara sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) tercantum dalam Lampiran II dan merupakan
bagia! yang tidak terpisaltkan dari Peraturan Gubernur
ini,

Baglan Keemltat
Penghargaan

Pasal 12

{1) Kecamatan peringkat Terbaik I, Terbaik II, dan Terbaik III
diberikan penghargaa! berupa uang pembinaan, tropi
serta piagirm penghargaan.



{21 Penqha-rgaan sebagairnana dimaksud pada ayat 0) Je s
-' oitt=u-ttfiJnva diJesuaikan dengan urutan peringkat dan

kemampuan keuangan daeran-

l3l Kecamatan peringkat terbaik I menjadi kecamatan*';;;;i;h"" 'dnek-at provinsl dal tidak bjsa diusulkan

[;;J;r"h pJmerintarr Kabu paten / Kota pada ra]un
berikutnya.

Bagiaa Kelim.a
Waktu Pelaksaaaan PEKII

Pasal 13

(1) Kegiatan PEKK dilaksanakan setiap 1 (satu) tahun
sekali.

{2} PEKK dilakuka,n terhadap kegiatan yang dilaksarakarr
pada tahun sebelumnYa.

Pasal 14

Hasil Evaluasi Kinerja Kecamatan tingkat Kabupaten/Kota
disampaikan kepada Gubernur paling lambat bulan Juni
tahun berkenaan untuk selanjutnya dilakukan penilaian
guna memberikan penghargaan kepada Kecamatan terbalK
tinskat Provinsi.

BAB VI
PENDANAAN

Pasal 15

Pendanaan kegiatan PEKK dibebankan pada AriggaJan
Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan sumber
lainnya yang sah dan tidak mengikat.

BAB VII
XETENTUAN PEIIUTUP

Pasal 16

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan
Gubernur Riau Nomor 18 Tahun 2Ol2 tentarr.g Pedoman
Evaluasi Kinerja Kecamatan Provinsi Riau (Berita Daerah
Provinsi Riau 'tahur. 2012 Nomor 18) dan Peraturan
Gubernur Riau Nomor 50 Taltun 2OL4 terftartg Perubahan
Atas Peiaturan Gubernur Riau Nomor 18 Tahun 2O12
Tentang Pedoman Evaluasi Kinerja Kecainatan Provinsi
Riau (derita Daeratr Provinsi Riau Tahun 2012 Nomor 5O)

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku-



Pasal 17

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal
dindangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, melnerinta}.kan
pJngundangan Peraturar Gubernur ini dengan
penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Riau.

Ditetapkar di Pekanbaru
pada tanggal

Gt'BERflUR RIAU,

Diundalgkan di
pada tanggal 

Pekanbaru

SEI(R.STARIS

BERITA DAERAH PROVINSI RIAU TAHUN 2019 NOMOR 

 ''
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LAMPIRAN I : PERATURAN GUBERNUR RIAU

NOMOR :

TANGGAL :

INDIKATOR KINEzuA PENILAIAN IVALUASI KINEzuA KECAMATAN

1. KOMPETENSI CAMAT DAN KOORDINASI URUSAIiI PEMERINTAIIAN UMUM

BIDANG
Sangat
Batk
t90l

Baik

(801

Cukup
Batk
170l

Kurang
Balk
1601

Ttdak
Batk
to)

I 2 3 4 o 6
1| Kompetensi Camat dilihat dari

syarat/ kriteria sebagai kePala
Pemetintahan !

a. Terpenuhinya 6 syarat kompetensi
Camat dilihat dari syarat/kriteria
sebagai kepala Pemerintahandan
terdokumentasi dengan lengkap : 1)

Memenuhi syarat sesuai dengan
pendidikan, 2) kepangkatan; 3)
kesertaan dalam mengikuti Diklatpim
tingkat III, 4)
Kemampuan/Pemahaman tentang PP
Nomor L7 Tahun 2OLA, 5)
Kemarnpuan/Pemahaman tentang
tugas-tugas umum pemerintahan, 6)
Kemampuan/Pemahamal tentang
tugas-tugas delegatif yang
dilimpah&an Bupati/Walikota.

b, Terpenuhinya 6 syarat kompetensi
Camat dilihat dari syarat/kriteria
sebagai kepala Pemerintahan dan
terdokumentasi : 1) Memenuhi syarat
sesuai dengan pendidikan, 2\
kepangkatan; 3) kesertaan dalam
mengikuti Diklatpim tingkat III, 4)
Kemampuan/Pemahaman tentang PP
Nomor 17 Ta-hun 2018, 5)
Kemampuan/Pemahaman tentang
tugas-tugas umum pemerintahan, 6)
Kemampuan/Pema-ha;rnan tenta.ng
tugas-tugas delegatif yang
dilimpahkan Bupati / Walikota.

c. Bila camat telah memiliki 4-5 dari 6
syarat/kriteria sebagai kepaJa
oemerintahan.

d- Bila camat telah memiliki 1-3 dari 6
sya.rat/hiteiia sebagai kepala
pemerintahan.

e. Bila Camat tidak memiliki x
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syarat/kriteria sebagai kePala
pemerintahai.

2l Kemampuan/PemahamanSebagal
Pengguna AnfEaran :

a. Terpenuhinya 7 kompetensi sebagai
pengguna anggarar dan
terdokumentasi dengan lengkap : 1)

adalya penJrusunan RKAK, 2l
penlmsunan pelaksanaan alggaran,
3) kemampuan membual Perlanjian
sesuai anggaral, 4) kemampuan
mengelola utang dan Piutang, 5)

kemampuan mengelola barangl
kekayaal daeralr, 6) kemampuan
menyusun keualgan, 7)

melaksanakan tugas Pengguna
anggaran/bararg aesuai dengal
kuasa vans diterima.

x

b. Terpenuhinya 7 kompetensi sebagai
pengguna anggaran dan
terdokumentasi : 1) adsnYa
Penyusunan RKAK, 2) Penyusunan
pelaksanaan anggaran, 3)
kemampuar membuat Perjanjian
sesuai anggaran, 4i kemampuan
mengelola utang dan piutang, 5)

kemampuan mengelola barang/
kekayaan daerah, 6) kemamPuan
menyusun keuangan, 7j
melaksarakan tugas Pengguna
alggaral/barang sesuai dengan
kuasa vans diteiima.

c. Terpenuhinya 4-6 dari 7 kompetensi
sebasai penqguna anggaran.

d. Terpenuhinya 1-3 dari 7 kompetensi
sebasai Denssuna a-nggarat.

x

e. Tidal memiliki kompetensi
oengelolaan anggaran.

3l Kompetensi Camat Dalaln
Penyelenggaraan Urusan
Pemerlntahan umutn

a. Terpenuhinya 6 kompetensi Camat
Dalam Penyelenggaraan Urusan
Pemerintalan Umum dan
terdokumentasi dengan lengkap : 1)

Koordinasi dengan Koramil dalam
menciptakan ketahanan serta
ancamarl, 2) Koordinasi dengan
Kepolisian dalam menciptsl<an
ketentraman/ketertiban dalam
masya.rakat, 3) Koordinasi denga:e
Puskesmas dalam menjaga dan
memelihara Kesehatan Masyarakat, 4)
Koordinasi dengan KUA dalam
rnenegal<kal UU Perkawinan
/BAZ/Kegiatan agama Jainnla. 5)
Koordinasi denean UPI Pendidikan

x



datam menertibkan dan memajukan
oendidikan, 6) Koordinasi dengan
sub Dinas PU da.lam Pembangunan
dan penggunaar fasilitas umum
dalam wilavah keria Camat,

h Terpenuhtnya 6 komPetensi Camat
Dalam Penyelenggaraan Urusan

Umum denPemerintahan
terdokumentasi : 1) Koordinasi
dengan Koramil da]am menciptakan
ketaharran selta ancarnan, 2)

Koordinasi dengan Kepolisian dalam
menciptakan ketenfaman/ketertiban
dalam masyarakat, 3) Koordinasi
dengan Puskesmas dalam menjaga
dan memelihara Kesehata-n
Masyarakat, 4) Koordinasi dengan
KUA dalam menegakkan UU
Perkawinan /B$/Keglatan agarlea

lainnya, 5) Koordinasi
dengan UPT Pendidikan dalam
menerlibkan dan memajukan
pendidikan, 6) Koordinasi dengal sub
Dinas PU dalam pembanguna.n darr
penggunaan fasilitas umum dalam
wilaYah keria ca.Inat.

c. Mengkoordinir peneraPan dan
penegakan peraturan perundangal 3-
4 kesiatan;

d. Menyelenggarakan koordinasi
penerapan dan penegakan peraturan
perundangan 1-2 kegiatarr,

x

e. Tidak menyelenggarakan koordinasi
penerapan dan penegakan peraturan
perundanqan.

x

2. KOORDINASI KEGIATAN PEMERINTAHAN I{ECAMATAN

BIDANG
Sangat
Baik
19()l

Baik

{ao}

cukup
Baik
t70l

Kurang
Baik
(60l

Tidak
Baik
tol

I 2 3 4 3 6

1) MengkoordinirPemberdayaan
MasYarakat

a. Menyelenggarakan berbagai
koordinasi pemberdayaar masyarakat
> 5 kegiatan ya]1g terdokumentasi
densan lenskap;

x

b. Menyelenggaralan berbagai
koordinasi pemberdayaan masyaralat
> 5 kesiatan yans terdokumentasi;

c. Menyelenggarakan berbagai
koordinasi pemberdayaan
masvarakat dalam 3-4 kegiatan;

d. Menyelenggarakal berbagai
koordinasi pemberdayaan masyarakat
1-2 kesiatan:



e. fiaaL men) elenggarakan koordinasi- x
2l MengkoordinirKegtatan

Ketentraman dan Ketertlban
- Menyelenggarakan koordinasi bidalg

Trantib >5 kegiatan Yarlg
terdokumentasi dengan lengkap;

b. Meayelenggarakan koordinasi bidang
Trantib >5 kegiatar Yang
terdokumentasi;

c. Menyelenggara-kankoordinasi bidang
Trantib 3-4 kesiatan:

x

d. Menyelenggarakan koordinasi bidang
Traltib 1-2 kesiatan;

e. Tidak menyelenggarakan koordinasi
bidans Trantib.

3) Mertgkoordl:rir PeneraPan dan
Penegakan Peratqran Perundang-
Undangan

a. Mengkoordinir penerapan dan
penegakan peraturan perundangal >5

kegiatan terdokumentasi dengar
lenskap;

x

b. Mengkoordinir peneraPal dan
penegakan peraturan perundargan >5
keqiaran rerdokumentasi;

c. Mengkoordinir penerapan dal
penegakan peraturan perundalgan 3-
4 kepiatan:

d. Menyelenggarakal koordinasi
penerapan dan penegakan peraturall
Derundanqan 1-2 kegiatan;

e. Tidak menyelenggarakan koordinasi
penerapan dan penegakan peraturan
perundanqan.

4l MengkoordlnlrPemellharaan
Prasarana dan Fasllltas Pelayanan
Umum

a. Mengkoordinir pemeliharaan
prasarana darr fasilitas pelayanan
umum >5 kegiataat terdokumentasi
dengan lenqkap:

x

b- Mengkoordinir pemeliharaan
prasarana dan fasilitas pelayarlan
umum >5 keqiatan terdokumentasr;

c- Mengkoordinir pemeliharaan
prasarara dan fasilitas pelayanan
umum untuk
3-4 kegiatan;

d. Mengkoordinir pemetharaan
prasarana dan fasilitas umum untuk
1 -2 kesiatan:

x

e. Tidak mengkoordinir pemeliharaan
prasarala dan fasilitas umum.

5) Mengkootdinlr Keglatar
Pemerintahan

a. l,4engkoordinir kegjatan
pemerintahan >5 kegiatan

x



6. - Melrgkoordlnllnlr kegiatan
pemerintahan >5 kegiatan
lerdokumentasi;

x

c. uengkoordinirkegiatan pemerintahan
3-4 kesiatan;

d. Mengkoordinirkegiatan pemerintahan
1-2 keEiatan:

e. Tida} mengkoordinir kegiatan
oemerintahan.

6l MembinaPenYelenggaraan
Pemerintahan Desa /Kelurahan

a. Membinapenyelenggaraan
pemerintaian Desa/ Kelurahan >5

kegiatan terdokumentasi dengan
lengkap:

b. MembinapenyelenggaJaan
pemerintahal Desa/ Kelurahan >5
keqiatan terdokumentasi;

c. Membinapenyelengga-raan
pemerintahan Desa/ Kelurallan 3-4
kesiatan;

x

d. Membinapenyelenggaraan
pemerintahan Desa/ Kelurahan 1-2
keqiatan;

x

e. Tidak membina penyelenggaraan
Demerintahan Desa/ Kelurahan.

7l Melaksanakan Pelayanan
Masvarakat

a, Melaksanakal Pelayalan Masyarakat
yang tidak dapat dila,Lukan
Desa/Keluralan :5 kegiatan
terdokumentasi dengan lengkap;

b. Melaksanakan Pelayanan Masyarakat
dilakukanJdtB uaPal

Desa/Kelurahan >5 kegiatan
terdokumentasi;

x

c. Melaksalakan Pelayanan Masyarakat
yang tidak dapat dilakukan
Desa/Kelurahan dalam 3-4 kegiatan;

d. Melaksanakan pelayalalMasyarakat
yang tidak dapat dilakukan
Desa/Kelurahan dalam 1-2 kegata::;

e, Tidak melaksanakan pelayanan
Masyarakat yang tidak dapat
dilal<ukar Desa/Kelurahan.

x

3. PELAKSANAAN KEWENANGAN YANG DILIMPAIINAN

BIDANG
Sangat
Baik
{9()1

Baik

tao)

Cukup
Batk
1701

Kurang
Baik
l6()l

Tidak
Balk
{ol

t 2 4 6
1. Aspek Pedzlnan

1.1 Mengeluarkan Perizinan



a, Mengeluarkal petiztnar' >7x setahun;

b. Mengeluarkal perlzinan 6-7x
setahun;

x

c. Mengeluarkal perzinan 4-5x
sel ah u n;

d. Mengeluarkan perizinan 1-3x
setahun;

x

e. Tidal mengeluaikan perizinarr.

2. Aspek Non Perizinan/Rekomendasi

2.1 Mengeluarkan Rekomendasl

a. Mengeluarkan rekomendasi >7x
setahun:

b. Mengeluarkan rekomendasi 6-7x
setahun;

c. Mengeluarkan rekomendasi 4-5x
setahun;

d. Mengeluarkan rekomendasi 1-3x
setahun;

e. Tida-kmengeluarkanrekomendasi.

3. Aspek Koordlnasi
3.1 Melakukan Koordlnasl
a. Melakukan koordinasi >7x seta.hun

dengan instansi/ B'adar./ Desa/
Kelurahan;

x

b. Melakukan koordinasi 6-7 x setahun
dengan instansi/ Badar'/ Desa/
Kelurahan;

x

c. Melakukal koordinasi 4-5 x setahun
dengan instansi/ Badan/ Desa/
Kelurahan;

d. Melakukan koordinasi 1-3 x setahun
dengan instansi/ Badan/ Desal
Kelurahan;

e. Tidalc melal:ukan koordinasl.

4, Aspek Pembinaan

4.1 Melakukanpembinaan
a. Melakukan pembinaan >7x setahun

baik pada Pemerintaha! Desa,
Adm.Desa, Kepala Desa/Kel. darl
Peranskat Desa /Ke1. atau BPD;

x

b. Melakukan pembinaan 6-7 x setahun
pada Pemedntahan Desa, Adm.Desa,
Kepala Des/Kel, Perangkat Desa/Kel.
atau BPD;

c. Melakukal pembinaan 4-5 x setahun
pada Pemerintahan Desa, Adm.Desa,
Kepala Des,/Kel, Perangkat DesalKel.
atau BPD:

x



d. Melakuka;rr pembinaan 1-3 x setahun
pada Pemerintahan Desa, Adm. Desa,
Kepala Desa, Perangkat Desa/Kel.
atau BPD;

e. Tidak melakukan kewenangan
Pembinaan Pemerintalan Desa, Adm,
Desa, Kepala Desa, Perangkat
Desa/Kel. atau BPD.

x

5. AspeL Peitga!|asan
5,1 Melakukan pengawasan

a. Melakukan pengawasan >7x setahun
sesuai kewenangan Camat;

b. Melakukan pengawasan 6-7 x
setahun sesuai kewenangan Camau

c. Melal<ukan pengawasan 4-5 x
setahun sesuai kewenangal Calnat;

x

d. Melakukan pengawasan 1-3 x setal'lun
sesuai kewenangal Camat;

e, Tidak melal<ukan penga$ asan. x
6. Aspek Fasilitasi
6.1 Melakukanfasilitasi
a. Melakukal fasilitasi sejumlah

kegiatan >7x setaiun sesuai dengan
kewenangan;

x

b. Melakukan fasilitasi sejumlah
kegiatan 6.7 x setahun sesuai
kervenanqarr:

c. Melakukan fasilitasi sejumlah
kegiatan 4-5 x setalt un sesuai
kewenansan:

d. Melakukan fasilitasi berbagai kegiatan
1-3 x setahun sesuai kewenangan;

e. Tidek melakukan fasilitasi kegiatan.
7. Aspek Penetapan
7.1 Melakukanpenetapan
a. Melakukan penetapan>7 x setahun; x
b. Melakukan penetapan 6-7 x setahun;

c. Melakuka:r penetapan 4-5 x setaiun;

d. Melakukarr penetapan 1-3 x setalrun;

e. Tidak melakukan DenetaDan. x
a. PenyelenggaraanPela1ranan?erpadu

Kecamatan (PATENI
Terpenuhi 7 syarat/prosedur da!
terdokumentasi dengan lengkap : SK.
Team Paten, adanya pelatihan,
adanya SOP, adanya (VISI, Misi dan
moto pelayanan), publikasi paten,
layout, nomor dan tempat pengaduan
serta ruang tunggu darr parkir;



b. Terpenuhi 7 syarat/prosedur dan
terdola,rmentasi : SK. Team Paten,
adanya pelatihan, adanya SOP,
adanya (VISI, Misi dal moto
pelayanal), publikasi paten, layout,
nomor dan tempat pengaduan serta
ruallg tunggu dan Parkir;

c. Terpenuhi 4-6 sya.rat/prosedur : SK.
Team Paten, adanya Pelatihai,
adaiya SOP, adarlya (VISI, Misi darr
moto pelayanan), publikasi Paten,
layout, nomor darl tempat pengaduan
serta ruans tunqgu dan Parkir;

d. Terpenuhi 1-3 syarat/Prosedur :

SK.Team Paten, adanya pelatihan,
adanya SOP, adanya (VISI, Misi dan
moto pelayanan), publikasi Paten,
layout, nomor dan tempat pengaduan
serta ruanq tunggu dan paJkir;

e. Tidak terpenuhi salah satu
persvaratan.

x

4. PENTTLTNGGARAAN TUGAS LAII{IIYA

BIDANG
Sangat
Batk
t90l

Baik

(8ol

Cukqp
Batk
(7()1

Kurarlg
Baik
l6ol

Ttdak
Baik
{ol

2 3 4 5 6

11. Penyelenggaraan keglatan tertentu
1.1 Menerima kewenangan dalam

menyelenggarakan kegiatan
tertentu

a. Menerima kewenangal dalam
menyelenggarakan kegiatan tertentu

b. Menerima kewenangal daiam
menyelenggarakan kegiatan tertentu
6 7i

c. Menerima kewenangal dalam
menyelenggarakan kegiatar tertentu x

d. Menerima kewenangan dalam
menyelenggarakan kegiatan tertentu x

e. Tidak menerima kewenangan dalam
menvelencsanakan kesiatan tertentu.

x

1.2 Melakukan penyelenggaraan
kegiatan tertentu

a. Melakukanpenyelenggaraansejumlah
keciatan > 7 x setahun;

x

b. Melakukanpenyelenggaraansejumlah
kesrata'f 6-7 x setahun;

c. Melakukanpenyelenggaraansejumlah
kegiatan 4-5 x setahun;



d. Melakukanpenyelenggaraan sejumlah
kegiata:r I -3 x setahun;

x

e. Tidak melakukanpenyelenggaraan
seiumla} kegiatan.

2). PenyelenggaraanMusrenbang

a. Terpenuhinya 6 syarat Musrenbang
darr terdokumentasi dengan lengkap :

1). Adanya penjrusunan jadwal dart
agenda Musrenbang, 2). Memantau
Musrenbang, 3).Mengumumkan
jadwal, agenda, darl tempat
Musrenbang, 4). Merangkum seluruh
hasil Musrenbang Desa/kelurahan,
S).Merangkum daftar usulan kegiatan
Musrenbalg di kecamatan, 6).
Merangkum berita acara hasil
Musrenbanq.

b. Terpenuhinya 6 syarat Musrenbang
dan terdokumentasi:
1). Adanya penyusunan jadwal dan
agenda Musrenbarng, 2). Memantau
Musrenbang, 3J.Mengumumkan
jadwal, agenda, dan tempat
Musrenba-ng, 4). Merangkum seluruh
hasil Musrenbang Desa/kelurahan,
S).Meralgkum daftar usulan kegiatan
Musrenbang di kecanatan, 6).
Merangkum berita aeara hasil
Musrenbans.

c. Hanya terpenuhi 4-5 dari 6 syarat
dalam proses Musrenbang.

x

d. Hanya terpenuhil-3 dad 6 syarat
dalam prosesMusrenbang.

e. fidak terpenuhi seluruh persyaratal
dalam proses Musrenbang.

x

31. Penyelenggaraan Bidang Kebersihan

a. Terpenuhinya 7 syarat
Penyelenggaraan bidang
kebersihandai terdokumentasi
dengan lengkap : adalya SK Tim
Pengelola Kebersihan, adanya SOP,
adanya program, adalya fasilitas,
dilibatkannya kepala Desa/ Lurah,
dilibatkannya lembaga
kemasyarakatan, dan dilibatkannya
masvarakat. :

b. Terpenuhinya 7 syarat
Penyelenggaraan bidang kebersihan
darl terdokumentasi : adanya SK Tim
Pengelola Kebersihan, adanya SOP,
adanya program, adanya fasilitas,
dilibatkannya kepala Desa/Lura.h,
dilibatJ*annya lembaga
kemasyarakatan, dan dilibatkannya
masYarakatl



c. Terpenuhinya 4 - 6 syamt dari : SK
Tim Pengelola Kebersihan, adanya
SOP, adanya program, adanya
fasilitas, dilibatkannya kepala
Desa/Lurah, dilibatkalnya lembaga
kemasyarakatan, dal dilibatkannya
masvarakat:

d. Terpenuhinya 1- 3: SKTim Pengelola
Kebersihan, adanya SOP, adanya
program, adanya fasilitas.
dilibatkannya kepala Desa/Lurah,
dilibatkannya lembaga
kemasyamkatan, dan dilibatkannya
masYarakat.

e. Tidak telpenuhi seluruh persyaratan:
SK Tim Pengelola Kebersihan, adanya
SOP, adanya prcgram, adaiya
fasiltas, dilibattalnya kepala
Desa/Lurah, dilibatkannya lembaga
kemasyarakatan, dan dilibatkannya
masyarakat dapat merasakan tapi ada
kebljakan lain sehingga nasyarakat
merasakan adanya manfaatnya
dibidale kebersihan.

x

4). Penyelesaiankonflik

Terpenuhinya 7 syarat penyelesaian
konllik dsn terdokumentasi dengan
lengkap : Adanya SK tim mediator,
adanya SOP, adanya pengarahan,
adanya monitoring, adanya laporan,
adanya evaluasi serta adanya
kesepakatan dari pihak yang
berkonflit.

x

b. Terpenuhinya 7 sya-rat penyelesaial
konflik dan terdokumentasi :Adanya
SK tim mediator, adanya SOP, adanya
pengarafran, adanya monitoring,
adanya laporan, adanya evaluasi serta
adalya kesepalatan dari pihak yalg
berkonflik.

c. Adanya 4-6 da-ri syarat di atas
teroenuhi. x

d. Adanya 1-3 dari syarat di atas
teroenuhi. x

e. Konflik tidak ditangani. x
5.1 Penanganan Darufat Betrcana

a. Terpenuhinya 7 syarat penanganan
darurat bencaladal terdokumentasi
dengan lengkap : Adanya SK tirn
bencana, adanya SOP, adanya
pengarahan, adalya
monitoring,adanya laporan, adanya
evalua$i selta adarrya tindakan
penanganan;



b, Terpenuhinya 7 syatat penanganar
dar:urat beqcafladan terdokumentasi
: Adanya SK tim bencana, adanya
SOP, adanya pengarahan, adanya
monitoring,adanya laporan, adalya
evaluasi serta adanya tindakan
penanganan:

x

c. Dilal<ukannya 4-6 dari 7 syarat
penanganan bencana; x

d- Dilatukannya 1-3 dari 7 syarat
penanganan bencana;

e. Penanganan bencana tidak dilakukan. x

BIDANG
Sangat
Baik
t90l

Baik

l80l

Cukup
Batk
(7()1

Kurang
Balk
t60l

lidak
Baik
fol
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1) Inovasl kecamatan

a. Inovasi sudah diterapkar, di SK kar,
dibiayai Maldiri dal sudah diusulkal
ke Pemerintah Kabupatet/ Kota]'

x

b. Inovasi sudah diterapkan, di SK kan,
dan dibiayai Mandiri namun belum
diusulkan ke Pemerintah
Kabupaten/Kota;

x

c. Inovasi sudah diterapkan dan
dibiayai Mandiri; x

d. Inovasi hanya bersifat ide atau
konsep;

e. fidak ada inovasi.

5. INOVASI CAMAT YAI{G TERKAIT DENGA$ PENYELENGGARAAN PELAYANAN
PUBLIK

uaennun nreu.

Admin
Typewritten text
ttd.



IIIMPIRAN BERITA ACARA PEKK IAIIU1T .....

no ITAIIA
XECIIUATAIT

KOUPETEI{SI
CIIU,AT DAIT
KOORDIITASI

IJRI'SAIT
PE![ERINTAIIAI{

UMUU

KOORDINASI
XF,GIATAI'

PEIIIERINTfi'AI{
IISCAUATAI{

XEWEI{ANGAN
YAI{G

DILIIIPAIII'AI[

PEIIYELEITGGA
tr.AAtV TUGAA

',AINIIYA

ItrOVASI
CA.UAT

ITII,AI
lOTAL

I.

3.

4.

6.

7.

8.

TIM TEKNIS PEKK TA$UN ..... :

1. NAMATIMPENILAI Ketua 1

2. NAMA TIM PENILAI Anggota

3. NAMA TIM PENILAI Anggota 3

4. NAMA TIM PENILAI Anggol"a

5. NAMA TIM PENILAI Anggota 5

6. NAMA TIM PENILA] Anggota

7. NAMA TIM PENILAI Anggota 7

2

4

6


